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ABSTRACT 
 
The present study tries to elaborate validity of authentic deed based on electronic 
document as the file. Research questions that will be examined are:  (1) whether 
electronic document can be used as source to make notarial deed? (2) Are there 
any implications to support electronic document toward validity of notarial deed? 
The present study is conducted using normative law by enhancing statute 
approach coupled with conceptual approach in order to gain study result as 
follow: (1) Electronic document can be used as material in making notarial 
authentic deed under condition that those documents has been validated. 
Validation of those documents needs to be approved by parties who hold legal 
authority to validate based on each document type. When the documents are 
copied or not original based on the original documents through electronic process 
such as scan, digital image, etc. verification process can be done by enclosing the 
original documents; (2) Drafting process of authentic notarial deed based on 
electronic documents in Indonesia is possible to be conducted based on two 
conditions. First of all, it can be done because of technological development since 
cyber notary concept can be regarded as a need. Cyber notary system is able to 
generate technological product which accurate, on time, relevant, economic, 
efficient, and trusted. Moreover, cyber notary system proved big opportunity for 
public notary to participate within development growth and acceleration. Second, 
technically Indonesia is ready to implement cyber notary concept since it is 
supported by utilities coupled with facilities provided by PT' Telkom Indonesia 
under its institution named Certification Authority (CA); (3) When an electronic 
document or its copy which is used as basic material in publishing authentic 
notarial deed regarded as valid by parties who hold authority, therefore it also 
implies validity and authenticity of authentic notarial deed based on the 
identification process. In other words, it can be said that when basic document is 
verified, the deed can be regarded as legal and authentic; (4) According to special 
efforts, basically electronic documents that are printed on paper and verified can 
be regarded as evidence; (5) Electronic documents or its copies which have been 
verified by legal authority can be used as legal evidence since verified electronic 
documents can be regarded as expansion of authentic document.  
 
 
Keywords: Validity of Authentic Deed, Notarial Deed Drafting, Electronic 
Document  
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ABSTRAK 
Tesis ini mengkaji tentang keabsahan akta otentik berbahandasarkan dokumen 
elektronik. Adapun rumusan masalah yang disajikan adalah sebagai berikut: (1) 
Apakah dokumen elektronik dapat dijadikan bahan untuk menyusun Akta 
Notaris? (2) Adakah implikasi bukti dokumen elektronik terhadap keabsahan Akta 
Notaris? Dengan menggunakan tipe penelitian hukum normatif dan pendekatan 
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual 
approach) maka diperoleh hasil penelitan sebagai berikut: (1) Dokumen 
elektronik dapat dijadikan bahan penyusunan akta otentik oleh notaris dengan 
syarat dokumen-dokumen tersebut telah dibuktikan keabsahannya. Pembuktian 
keabsahan dari dokumen tersebut dapat dilakukan melalui poses verifikasi oleh 
parapihak yang memiki otoritas berdasarkan jenis dokumen tersebut. Jika 
dokumen elektronik tersebut merupakan copi atau turunan dari suatu dokumen 
otentik yang telah diproses secara elektronik, misalnya melalui scan, foto digital, 
atau sejenisnya, verifikasinya dapat dilakukan dengan menghadirkan dokumen 
aslinya; (2) Penyusunan akta notaris menggunakan atau berbahan dasar dokumen 
elektronik terverifikasi dalam penyelenggaraan jasa notaris di Indonesia sangat 
memungkinkan untuk dilakukan. Hal tersebut, didasarkan minimal pada dua hal. 
Pertama, akibat perkembangan teknologi, konsep cyber notary sudah merupakan 
kebutuhan. Dengan menggunakan sistem cyber notary akan dihasilkan suatu 
produk teknologi yang akurat, tepat waktu, relevan, ekonomis, efisien dan dapat 
dipercaya. Di samping itu, melalui sistem cyber notary semakin memberikan 
peluang yang sangat besar kepada notaris untuk ikut membantu percepatan dan 
pertumbuhan pembangunan. Kedua, secara teknis, Indonesia siap menjalankan 
konsep cyber notary karena sudah didukung dengan sarana dan prasarana 
infrastruktur yang telah disediakan oleh pihak PT' Telkom Indonesia dengan 
menggunakan fasilitas Lembaga Certification Authority (CA); (3) Apabila suatu 
dokumen elektronik atau produk turunannya yang dijadikan bahan dasar dalam 
pembuatan akta notaris setelah proses verifikasi dinyatakan valid oleh pihak yang 
memiliki otoritas, maka dengan sendirinya ada implikasi terhadap keabsahan dan 
keotentikan dari akte notaris yang timbul kemudian akibat proses dan 
menggunakan bahan dasar dokumen-dokumen tersebut. Dengan kata lain, apabila 
dokumen bahan dasarnya valid dan sah, maka  akte notarisnya juga sah dan 
otentik; (4) Dengan upaya-upaya tertentu, pada umumnya dokumen elektronik 
yang terverifikasi atau dokumen yang penyusunannya menggunakan bahan dasar 
dokumen elektronik terverifikasi dapat memenuhi persyaratan sebagai suatu surat 
tertulis dengan material kertas yang berfungsi sebagai alat bukti; (5) Dokumen 
elektronik atau turunannya yang telah diverifikasi oleh pihak yang telah memiliki 
otoritas atau telah divalidasi dengan menghadirkan dokumen aslinya seharusnya 
dapat dijadikan bukti yang sah secara hukum karena dokumen elektronik 
terverifikasi tersebut merupakan perluasan dari alat bukti dokumen aslinya. 
 
Kata Kunci:    Keabsahan Akta Otentik, Penyusunan Akta, Dokumen  
   Elektronik  
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BAB IV 
PENUTUP 
 
1. Kesimpulan 
1) Dokumen elektronik dapat dijadikan bahan penyusunan akta otentik 
oleh notaris dengan syarat dokumen-dokumen tersebut telah dibuktikan 
keabsahannya. Pembuktian keabsahan dari dokumen tersebut dapat 
dilakukan melalui poses verifikasi oleh parapihak yang memiki otoritas 
berdasarkan jenis dokumen tersebut. Jika dokumen elektronik tersebut 
merupakan copi atau turunan dari suatu dokumen otentik yang telah 
diproses secara elektronik, misalnya melalui scan, foto digital, atau 
sejenisnya, verifikasinya dapat dilakukan dengan menghadirkan dokumen 
aslinya. 
2) Penyusunan akta notaris menggunakan atau berbahan dasar dokumen 
elektronik terverifikasi dalam penyelenggaraan jasa notaris di Indonesia 
sangat memungkinkan untuk dilakukan. Hal tersebut, didasarkan minimal 
pada dua hal. Pertama, akibat perkembangan teknologi, konsep cyber 
notary sudah merupakan kebutuhan. Dengan menggunakan sistem cyber 
notary akan dihasilkan suatu produk teknologi yang akurat, tepat waktu, 
relevan, ekonomis, efisien dan dapat dipercaya. Di samping itu, melalui 
sistem cyber notary semakin memberikan peluang yang sangat besar 
kepada notaris untuk ikut membantu percepatan dan pertumbuhan 
pembangunan. Kedua, secara teknis, Indonesia siap menjalankan konsep 
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cyber notary karena sudah didukung dengan sarana dan prasarana 
infrastruktur yang telah disediakan oleh pihak PT' Telkom Indonesia 
dengan menggunakan fasilitas Lembaga Certification Authority (CA). 
3) Apabila suatu dokumen elektronik atau produk turunannya yang dijadikan 
bahan dasar dalam pembuatan akta notaris setelah proses verifikasi 
dinyatakan valid oleh pihak yang memiliki otoritas, maka dengan 
sendirinya ada implikasi terhadap keabsahan dan keotentikan dari akte 
notaris yang timbul kemudian akibat proses dan menggunakan bahan dasar 
dokumen-dokumen tersebut. Dengan kata lain, apabila dokumen bahan 
dasarnya valid dan sah, maka  akte notarisnya juga sah dan otentik. 
4) Dengan upaya-upaya tertentu, pada umumnya dokumen elektronik yang 
terverifikasi atau dokumen yang penyusunannya menggunakan bahan 
dasar dokumen elektronik terverifikasi dapat memenuhi persyaratan 
sebagai suatu surat tertulis dengan material kertas yang berfungsi sebagai 
alat bukti:  
5) Dokumen elektronik atau turunannya yang telah diverifikasi oleh pihak 
yang telah memiliki otoritas atau telah divalidasi dengan menghadirkan 
dokumen aslinya seharusnya dapat dijadikan bukti yang sah secara hukum 
karena dokumen elektronik terverifikasi tersebut merupakan perluasan dari 
alat bukti dokumen aslinya. 
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2. Saran 
1) Mengenai wilayah jabatan notaris hendaknya ditambah yaitu selain 
notaris mempunyai wilayah jabatan di seluruh wilayah propinsi tempat 
kedudukannya, maka notaris tersebut juga harus diberikan kewenangan 
dalam ruang lingkup dunia maya/mayantara/dunia cyber. Seiring dengan 
akan direvisinya UUJN dengan adanya penambahan kewenangan notaris 
dalam dunia cyber, maka pihak Pemerintah dalam hal ini DPR sebagai 
pembuat undang-undang, perlu melakukan antisipasi dengan membuat 
peraturan pemerintah mengenai potensi akan munculnya penyalahgunaan 
atau cyber crime dalam pelaksanaan cyber notary. Kewenangan notaris 
dalam dunia maya/mayantara/dunia cyber harus dibatasi karena apabila 
wilayah kerja dalam dunia maya/mayantara/duni a cyber tidak di batasi, 
maka yang akan terjadi adalah penyelundupan hukum yang dilakukan 
oleh notaris. 
2) Terhadap Undang-undang ITE ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU No. 11 
Tahun 2008 bahwa ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektonik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku 
untuk surat yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk tertulis. Maka 
dalam hal ini UU ITE hanya menerima informasi elektronik dan/atau 
dokumen dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah 
sepanjang tidak mengenal surat yang harus dibuat secara tertulis/notaril. 
Hal ini hendaknya harus dikaji lebih lanjut oleh para regulator yaitu 
pihak DPR bahwa ayat (4) di dalam Pasal 5 memberikan kesan tidak 
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tegas dan tidak memberikan kepastian hukum dan membuat notaris ragu-
ragu dan bingung untuk bertindak karena disatu sisi UU ITE mendukung 
terlaksananya konsep cyber notary tapi di sisi lain UU ITE memberikan 
batasan yang seharusnya tidak diperlukan dalam hal pembuktian akta 
elektronik sebagai alat bukti elektronik, karena sudah jelas apabila UUJN 
sudah direvisi dan cyber notary sudah dapat diterapkan di lndonesia 
maka mengenai hal pembuktian sudah sangat jelas sekali terlihat didalam 
Pasal 5 ayat (1). Untuk hal demikian maka UU ITE Pasal 5 ayat (4) harus 
dilakukan revisi demi kelancaran sistem kerja yang efektif bagi kalangan 
notaris cyber. 
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